
 BAB VI 

 PENUTUP 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Responsibilitas Pemerintah Desa Penfui 

Timur dalam Penangnanan Masalah Sampah di Desa Penfui Timur, Kecamatan 

Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.Maka kesimpulan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada beberapa indicator adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjamin kebersihan lingkungan dengan system penanganan sampah 

yang baik, Maka langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Desa Penfui 

Timur ialah dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Sampah. Kenyataan sehingga dibuatnya peraturan kepala 

desa tersebut dikarenakan Pemerintah Desa Penfui Timur tidak bisa membuat 

Peraturan Desa sebab tidak memiliki rujukan hukum, berupa Peraturan 

Daerah Kabupaten Kupang tentang sampah. Dan hingga saat ini Peraturan 

Kepala Desa Penfui Timur tentang penanganan masalah sampah masih dalam 

proses asistensi dan belum diterbitkan. 

2. Agar dapat meminimalisir penumpukan sampah di lokasi yang tidak 

semestinya seperti: di Kawasan Penghijauan, di Jembatan Kaniti, maupun di 

tempat lainya maka usaha yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan 

kegiatan pembersihan, selain itu Pemerintah Desa bersama dengan Babinsa 

sudah melakukan Patroli untuk menangkap Pelaku yang membuang sampah 

pada lokasi yang tidak seharusnya. 



3. Untuk mengoptimalkan sistem penanganan sampah, maka upaya yang dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Desa Penfui Timur adalah dengan mempersiapkan 

lahan untuk dibangunnya tempat penampungan sampah sementara sebagai 

bentuk pengadaan sarana dan prasarana persampahan, tempat penampungan 

sampah sementara tersebut akan dibangun setelah  PERKADES Penfui Timur 

diterbitkan. 

4. Untuk mengurangi penumpukan sampah  pada wilayah Desa Penfui Timur, 

Pemerintah Desa Penfui Timur sudah melakuka upaya pengadaan kendaraan 

untuk mobilisasi sampah dari lokasi penumpukan, kendaraan tersebut berupa 

1 unit motor viar  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dirangkum mengenai Responsibilitas 

Pemerintah Desa Penfui Timur dalam Penanganan Masalah Sampah di Desa Penfui 

Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang telah diuraikan, maka 

penulis dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kupang harus membuat dan 

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang sampah, agar 

Pemerintah Desa Penfui Timur bisa merancang dan mengeluarkan 

peraturan desa tentang pengelolaan sampah. 

2. Untuk mengurangi permasalahan sampah yang ada di Desa Penfui Timur, 

secara khusus di wilayah Dusun 1 area Penghijauan sebagai sumber 



masalah sampah terbesar di Desa Penfui Timur maka Pemerintah Desa 

sebaiknya melakukan koordinasi atau pendekatan dengan pihak AURI 

agar bisa meberikan sedikit lahan untuk bisa dibangunnya tempat 

penampungan sampah sementara.  

3. Untuk Pemerintah Desa Penfui Timur sebaiknya memperketat kontrol 

pada setiap wilayah atau dusun agar penanganan masalah sampah lebih 

diminimalisir. 

4. Untuk Pemerintah Desa Penfui Timur sebaiknya memperbanyak titik yang 

akan dijadikan sebagai lokasi pembuatan tempat penampungan sampah 

sementara. 

5. Untuk Pemerintah Kabupaten Kupang sebaiknya menyiapkan lokasi untuk 

tempat pembuangan akhir sampah, karena sangat berpengaruh pada 

efektifitas pelayanan persampahan di wilayah Desa Penfui Timur. 
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